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No. Indikator Waktu
(mulai-berakhir:

1 Konsep model partisipasi online 

2
Mekanisme penanganan tindak lanjut

partisipasi online. 

3
Forum multi pihak untuk mendiskusikan dan

memecahkan problematika partisipasi online. 

Inovasi Kanal Partisipasi

Online dalam Sistem

Informasi Legislasi (SILEG)

Indikator dan Target Capaian

Latar Belakang
Kanal Partisipasi online terbatas, kurang SDM

pendukung
Kurang responsif dan partisipastif
tampilan tidak familiar dan kebingungan

masyarakat pada perbedaan kanal Sileg

dengan Simas PUU. 

Masalah yang diselesaikan
Menemukan pola parsitipasi baru yang lebih inovatif dan

responsif terhadap perkembangan pembaharuan RUU.
Publik lebih mudah menyampaikan masukan, saran, dan

komentarnya dalam pembentukan UU.
Suatu bentuk pemenuhan hak publik dalam meaningful

participation



No. Indikator Waktu
(mulai-berakhir:

1 Kebijakan standarisasi data & dokumen

legislasi yang diunggah pada Sileg DPR

2
Forum multipihak antara DPR dan OMS OPI

untuk membahas problematika Sileg DPR RI

3
Laporan pemamtauan Sileg DPR RI secara

berkala

Meningkatkan Kualitas

Transparansi Dokumen

Legislasi RUU

Indikator  & Target CapaianLatar Belakang
Partisipasi masyarakat terkendalah minimnya

informasi lehislasi (NA, Draf RUU, dan

perkembangan pembahasan.
Akses informasi mudah merupakan syarat

utama meningkatkan partisipasi yang lebih

interaktif.
Implementasi Persekjend N. 13/2020 tentang

Pedoman Sileg masih belum konsisten.

Masalah yang diselesaikan
Menjamin ketersediaan dokumen legislasi DPR RI (NA, Draf RUU,

Jadwal rapat, Risalah, Lapsing, Pandangan Fraksi dll.)
menghindari desintegrasi data & informasi legislasi

pembahasan RUU.



No. Indikator Waktu
(mulai-berakhir:

1
Model transparansi jadwal rapat DPR RI

(Online dan Offline)

2
50% jadwal rapat DPR terpublikasikan

jadwalnya.

Transparansi Informasi agenda rapat DPR RI

Indikator  & Target Capaian

Latar Belakang
Prinsip keterbukaan parlemen ke-17
"Informing Citizens regarding the Parliamnet

Agenda"
dokumentasi tentang jadwal yang terkait

dengan urusan-urusan DPR harus disediakan

kepada publik.
Ketersediaan informasi merupakan hak publik

dan amanat UU KIP.

Masalah yang diselesaikan
Informasi rapat DPR secara lengkap -.> mudah diketahui publik
Keterbukaan informasi agenda rapat juga menjadi

menunjukkan kedekatan dengan publik. Bila hal ini terjadi maka

perlahan kepercayaan publik akan meningkat



No. Indikator Waktu
(mulai-berakhir:

1
Dokumen kebijakan standar publikasi

informasi anggaran DPR

2
Bentuk dan kanal publikasi informasi

Anggaran DPR.

3
Forum multi stakeholders untuk membahas

problematika publikasi informasi anggaran.

4
Pemantauan terhadap publikasi Anggaran DPR

RI. 

Mendorong
Transparansi dan

Akuntabilitas Anggaran

DPR

Indikator  & Target Capaian

Latar Belakang
informasi tentang anggaran dan belanja DPR

merupakan misi ke-23 yang diemban untuk

mewujudkan transparansi informasi

parlemen. 
Bahwa informasi anggaran pada lembaga

publik adalah hak Publik yang tidak

dikecualikan dalam UU KIP.
 KPK mencatat hingga tahun 2022, sebanyak

313 kasus korupsi yang melibatkan anggota

DPR RI.
Transparansi anggaran DPR dinilai akan terus

bermasalah jika PP nomor 61 Tahun 1990 tak

direvisi

Masalah yang diselesaikan
Informasi rapat DPR secara lengkap -.> menarik & mudah

diketahui publik
instrumen akuntabilitas anggaran DPR RI dapat meningkatkan
kualitas pengelolaan anggaran DPR dan Kinerja DPR serta

menurunkan angka korupsi.
Keterbukaan informasi anggaran ini juga menjadi indikator

bahwa pengelolaan anggaran yang terbuka dan tidak sengaja

disembunyikan 



No. Indikator Waktu
(mulai-berakhir:

1 Kajian Desain integrity system DPR RI

2

Draf Revisi tata tertib dan kode etik yang

mengatur tentang transparansi konflik

kepentingan dan partisipasi publik dalam

mengontrol konflik kepentingan.

Mendorong Partisipasi

dan Transparansi

penerapan Kode Etik

DPR RI. 

Indikator  & Target CapaianLatar Belakang
Munculnya kasus-kasus penyalahgunaan

kewenangan oleh anggota DPR

(https://s.id/1xbSa ) ditengarai karena adanya

konflik kepentingan. 
Lemahnya pengaturan kode etik DPR tentang

rangkap jabatan oleh anggota DPR RI

terutama dalam transparansi konflik

kepentingan dan partisipasi publik dalam

mengontrolnya. 

Masalah yang diselesaikan
Kajian desain yang dibuat dan didiskusikan diantara anggota

parlemen.
Revisi tata tertib dan kode etik yang mengatur tentang

transparansi konflik kepentingan dan partisipasi publik dalam

mengontrol konflik kepentingan.

https://s.id/1xbSa


No. Indikator Waktu
(mulai-berakhir:

1
Adanya dokumen standar pelaksanaan forum

multipihak

2

Terlaksananya model forum multipihak secara

berkala untuk pembahasan legislasi:
- RUU KUHP
- Revisi UU ITE
- RUU Penyelenggaraan Sumbangan
- RUU Kesehatan

3
Adanya penilaian (monev) terhadap

pelaksanaan model forum multipihak secara

berkala

Forum Multipihak Berkala

guna Memperkuat Ruang

Partisipasi Bermakna

dalam Penyusunan

Legislasi dan Pengawasan 

Indikator  & Target CapaianLatar Belakang
Penyediaan ruang partisipasi publik dalam

proses pembentukan UU masih terabaikan.

(proses pembentukan UU KPK, UU Cipta Kerja,

UU MK, UU Minerba, UU PPP, dan UU IKN)
DPR RI telah memiliki berbagai saluran

partisipasi publik (UU 13/2022). Tetapi 

partisipasi yang bermakna dari masyarakat

sipil masih belum maksimal dan DPR RI masih

belum memiliki forum berkala untuk

menjangkau berbagai kelompok kepentingan

di masyarakat dengan tema spesifik dan

mendalam.

Masalah yang diselesaikan
Menciptakan ruang perdebatan publik yang bermakna.
Forum multi pihak secara berkala bertujuan untuk memberi

kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk

mendapatkan perluasan dan perlindungan ruang sipil
Forum multi pihak secara berkala juga dapat dijadikan modal

sosial untuk mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan yang

merugikan dan mempersempit ruang sipil di Indonesia.



No. Indikator Waktu
(mulai-berakhir:

1
Adanya draf perubahan tata tertib DPR RI yang

menindaklanjuti “partisipasi masyarakat yang

bermakna” dalam fungsi DPR RI

Januari 2023-Juli

2023

2
Adanya rangkaian konsultasi publik untuk

mendapatkan masukan dari berbagai pihak

mengenai draf perubahan tata tertib DPR RI

Juli 2023-Oktober

2023

3
Adanya pengesahan perubahan tata tertib

DPR RI yang menindaklanjuti “partisipasi

masyarakat yang bermakna”

Novemebr 2023-

Desember 2023

Memperkuat Partisipasi

Masyarakat secara

Bermakna Melalui

Kebijakan Internal DPR RI

Indikator  & Target CapaianLatar Belakang
Meaningful participation: right to be heard,

right to be considered, & right to be explained.
Partisipasi masyarakat tersebut terutama

diperuntukkan bagi kelompok yang terdampak

langsung atau memiliki perhatian terhadap

rancangan undang-undang yang sedang

dibahas.
DPR RI juga perlu untuk menindaklanjuti

“partisipasi masyarakat yang bermakna”

dalam tata tertib atau peraturan DPR

Masalah yang diselesaikan
Memperkuat jaminan partisipasi masyarakat yang bermakna

dalam konteks implementasi fungsi DPR RI
Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan warga negara

terhadap DPR RI sehingga dapat memperkuat legitimasi publik
Menciptakan DPR RI yang modern, transparan, dan akuntabel

dengan memperkuat jaminan partisipasi masyarakat yang lebih

bermakna


